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A. PENDAHULUAN Proporsional—sebesar Rp 70.051.926 dan

Pada prinsipnya bahwa keberhasilan mengalami penurunan pada tahun 2011
penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat sebesar Rp 551.926 menjadi Rp 69.500.000.
ditentukan oleh efektivitas penyelenggaraan Hal ini mengindikasikan bahwa menurunnya
pemerintahan  desa, karena di level ADD yang diterima dan sulitnya mendapatkan
pemerintahan desa inilah pelaksanaan fungsi _ penerimaan desa dari sumber lain selain
pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fug RD  menjadikan pengelolaan ADD mulai
pembangunan pemerintah daerah RSES perencanaan pelaksanaan dan
dan faktual dibandingk
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erujuk Peraturan pemerintah Nd
2005 bahwa didalamnya me
johg dalam tingkatan Desa Sw
il §ebagai suatu desa di dalam pela
ngunan masih sangat
ant8n dari luar desa, dari
perbankan dan pihak swasta.
mendasar bahwa pemanfaatan
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; adProses perencanaan,
Nomor 83 Tahun 20T0U™e S pels aluasi pembangunan desa.
Jetak sebagai salah satu dari 281 desa yang Akibatnya tldak terlihat dari  Program
ada di Kabupaten Sintang, melalui Pemerintah  Pembangunan Desa Nanga Jetak yang
Kabupaten Sintang telah menerima Alokasi mengarah pada: (1) Perluasan kesempatan
Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan kerja dan berusaha masyarakat; (2)
Desa—sesuai perhitungan pembagian, yaitu Peningkatan kapasitas dan SDM; dan (3)
terdiri dari ADD Minimal dan ADD Perlindungan sosial. Mengingat ADD Nanga
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Jetak lebih banyak dihabiskan untuk belanja
pegawai.

Diketahui bahwa Belanja Langsung Desa
Nanga Jetak Tahun 2010 sebesar Rp
53,671,775.52 atau sekitar 31,17 persen dari
total Belanja Desa tersebut sebesar Rp
172,192,926.00. Pada alokasi Belanja
Langsung ini dimanfaatkan untuk: (1) Belasife
Pegawai sebesar Rp 10,600,000
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persen), sehingga total penerimaan
sebesar Rp 171,892,926.00 juga masih
terbilang  minim  dimanfaatkan  untuk
pemberdayaan masyarakat, seperti: (1)
Belanja Modal pada Belanja Langsung untuk
pelayanan masyarakat hanya dialokasikan

sebesar Rp 2,550,000.00; (2) Belanja Hibah
pada Belanja Tidak Langsung untuk
pemberdayaan masyarakat hanya dialokasikan
sebesar Rp 3,000,000.00; dan (3) Belanja
Bansos pada Belanja Tidak Langsung untuk
pemberdayaan masyarakat hanya dialokasikan
sebesar Rp  10,371,150.48.  Sebagai
bandingan bahwa Belanja Langsung Desa
2011 sebesar Rp
R, atau sekitar 29,32 persen dari
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Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat sebesar Rp 2,750,000.00 (sekitar 1,59
persen) dan Dana Perimbangan Pemerintah
Kabupaten Sintang sebesar Rp 96,600,000.00
(sekitar 55,69 persen), sehingga total



penerimaan desa tersebut sebesar Rp
173,453,000.00 juga masih terbilang minim
dimanfaatkan untuk pemberdayaan
masyarakat, seperti: (1) Belanja Modal pada
Belanja ~ Langsung  untuk  pelayanan
masyarakat hanya dialokasikan sebesar Rp
35,413,700.00; (2) Belanja Hibah pada
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kelembagaan pemerintahan desa menuju good
governance dan akuntabilitas publik; dan (c)
Menganalisis kebijakan pemanfaatan ADD
untuk memberdayakan masyarakat, melalui
proses dialogis/interaktif—partisipatif—
menuju tata  hubungan berdasarkan
kesetaraan, keadilan dan kemartabatan.
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Dana Desa (ADD) yang penyalurannya
melalui kas desa untuk dapat
diimplementasikan pemanfaatannya ke dalam
bentuk tindakan maupun program. Van Meter
dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139)
mendefinisikan  implementasi  kebijakan



sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan
baik oleh individu-individu atau pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan  kebijaksanaan. Hal tersebut
didalamnya mencakup partisipasi masyarakat
dalam keseluruhan manajemen pembang
dari perencanaan pembangunay

penilaian hasil-hasil pembangug
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masyarakat dimaksud,
beberapa implikasi, yaitu: (1) Berorientasi
pada maksud dan tujuan dari perencanaan
yang melibatkan segenap aktor sebelumnya;
(2) Pola tindakan dari pejabat pemerintah; (3)
Sebagai non regulasi upah; dan (4) Bersifat
positif dan negatif (Anderson dalam Winarno,
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2007:18). Diimplementasikannya ADD untuk
pemberdayaan masyarakat, pada hakikatnya

merupakan proses lanjutan dari tahap
formulasi  kebijakan, meliputi penetapan
strategi  dan  tujuan-tujuan  kebijakan,

sedangkan tindakan adalah upaya pencapaian
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although they are not dominant. Wardhani
dan Haryadi (2004:2-3) menambahkan bahwa




terdapat 3 (tiga) dimensi pokok pemberdayaan
masyarakat, vyaitu: (1) Inti: Investasi untuk
meningkatkan ~ aset dan  kemampuan
masyarakat miskin; (2) Penunjang: Reformasi
kelembagaan kepemerintahan (dan lokus
kekuasaan lain) menuju good governance dan
akuntabilitas public; dan (3) Mekanisme:
Merubah tatahubungan, terutama hubyg
kekuasaan.
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(2004 195)

yaitu sebelum dilaksame S,
dilaksanakan dan setelah dilaksanakan.
Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut
William Dunn (1999) sebagai evaluasi
summatif. Evaluasi pada waktu pelaksanaan
biasanya disebut evaluasi proses. Evaluasi
setelah kebijakan yang juga disebut sebagai

evaluasi  konsekuensi  (output) kebijakan
dan/atau evaluasi impak/pengaruh (outcome)
kebijakan.

Secara terpisah James P. Lester dan
Joseph Steward Jr (dalam Nugroho, 2004:197)
mengelompokkan  evaluasi  implementasi
kebijakan menjadi: (1) Evaluasi proses; (2)
2luasi |mpak dan (3) Evaluasi kebijakan.
tiga hal evaluasi tersebut, bahwa

adalah evaluasi yang

[ ; proses implementasi.
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orang; (4) Kepala Desa Nanga Jetak selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa; (5) Sekretaris Desa Nanga Jetak selaku
Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa; (6) Perangkat desa lainnya—



kepala urusan—selaku Pelaksana Teknis D. PEMANFAATAN ALOKASI DANA
Pengelolaan Keuangan Desa; (7) Bendahara DESA UNTUK PEMBERDAYAAN
desa sebagai Pejabat yang melakukan MASYARAKAT

penatausahaan keuangan desa; (8) BPD 1. Proses Pemanfaatan Alokasi Dana
sebagai lembaga di desa yang terlibat Desa
langsung dalam proses perencanaan APBDes; Pemerintah Kabupaten Sintang

(9) Lembaga kemasyarakatan desa sebagal
bagian dari pemerintahan desa yang te
langsung  dalam menyusun
pembangunan desa; (10) Cama
yang bertugas melakukag
pengawasan pelaksgf#a
keuangan  desa;
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mengimplementasikan kebijakan ADD.
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Nanga Jetak.

data yang diperoleh dari sumber data lainnya Ketersediaan ADD yang kurang
tentang fokus yang sama, pada berbagai fase memadai, berakibat pada minimnya
penelitian  lapangan pada waktu yang desa dalam menentukan program
berlainan dengan menggunakan metode yang pemberdayaan desa, apalagi dapat

berlainan. diarahkan untuk pembangunan desa



yang terfokus pada kegiatan ekonomi
desa. Akibatnya multiplier efek dari
program desa nyaris tak terlihat, seperti;
perluasan lapangan kerja, investasi,
pembangunan infrastruktur dan lain
karena  kurang  didukung  oleh
ketersediaan  aset/infrastruktur — desa.
Apalagi diharapkan adanya periai

t Desa Nanga
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1969. Dalam mendesaln transter
keuangan pusat dengan daerah, Orde
Baru ternyata masih melanjutkan pola
yang dipakai Orde Lama. Beragam jenis
transfer keuangan kepada desa tersebut
diantaranya adalah Bantuan Desa
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(Bandes), dana pembangunan desa
(Bangdes), serta Inpres Desa
Tertinggal/IDT. Regulasi terbaru terkait
dengan ADD adalah Surat Edaran
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22
Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi
Dana Desa dari Pemerintah
gbupaten/Kota kepada Pemerintah

dengan Surat Edaran
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: sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas  kebutuhan
masyarakat—sebagai wujud
kemanfaatan ADD, meskipun ADD
yang diberikan relatif minim.

Mengenai komitmen yang kuat
dari Pemerintah Desa Nanga Jetak




untuk mengembangkan tingkat

partisipasi masyarakat, mulai dari 3. Kebijakan Pemanfaatan  Alokasi
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian Dana Desa untuk Pemberdayaan
dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal Tata Hubungan Masyarakat

itu dilakukan semata-mata hanya untuk

melaksanakan konsep dasar tingkat Pemberdayaan partisipatif dari

partisipasi ~ melalui ~ pemberdayaan pemerintah desa melalui anggaran
masyarakat. Hal ini dapatlah dimg belum menyentuh kebutuhan nyata
sebagai  indikasi 3 arakat desa untuk berkembang
menumbuhkan  tingka i M, dengan  karakteristik  desa
masyarakat desa, Relum  berhasilnya  upaya

implementasi dan penanggulangan
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pelayanan

dilaksanakan telah dilaksanakan
pembangunan

dengan me
dana bergulir, pe

tuhan pangan,
pendidikan,
pemberian

@ kan berbagal
a Nanga Jetak.

Bl &ut dalam rangk
@prinsip partisipati
a 2

ini
dari pemeri

di mana kebi ter

optiffedisasi peranan peme

se penyelenggara dikoreksi  secar endgbi

publik, sekaligus sebagai pe (@) Pemberd
(b)

dalam  proses  perencanaaf indikasi KKN;
akro; (c) Kebijakan yang terpu

J febih bersifat karikatif;
f Memposisikan  masyarakat
pbyek; (f) Cara pandang ke

Didasarkan atas harapan td
jaka Pemerintah Desa Nanga YJ&
melaksanakan  kewen
pRebut, sebagaimana tataran pené

Bersifat  sektoral, (h)
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terprogram Sals
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masih  banyak
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a ini merupakan suatu

desa dan swadaya reaksi defen3|f akibat tidak terjaminnya

masyarakat yang jumlah maupun kehidupan petani, terutama petani kecil.
sifatnya  tidak  dapat  diprediksi, Hal ini, salah satunya sejalan dengan
ditambah dukungan ADD yang jumlah adanya pergeseran kehidupan desa dari
maupun  sifatnya dinilai  sebagai ”desa tertutup” (close village) menjadi

“stimulan.” ”desa terbuka” (open villages) yang



disebabkan oleh semakin
berkembangnya perusahaan-perusahaan
swasta yang masuk di desa ini
khususnya  perusahaan  perkebunan
karet.

Tidak bisa dipungkiri bahwa
melalui ADD yang diterima Desa

mampu untuk
sumberdaya manusig
secara berkualita

ternyata  jug %nsml
untuk engembangan
P la,  mengingat

Nanga Jetak tida
apalagi memberik

hidup, apalagi pencerahan ke
berdemokrasi bagi masyarakat d§sa
Berdasarkan

eterbatasan ADD
ptidakberdayaan ~ masyarakat
fdlam menjawab  konsistensi

desa, sebagaimana
ini  diperlukan strategi

ada komltmen 02
Nanga Jetak bersama lembaga adatnya
untuk bersedia menjadi wali amanah
dengan tujuan memberikan
perlindungan bagi masa depan anak-
anak berupa dana tabungan yang dapat
di akses ketika si anak sudah berusia di

fifanga  Jetak  berkaitan
{ penetapan  peraturan - desa
peraturan desa hanya sah secar;

atas 18 tahun, atau membangun Rumah
Zakat dan Dompet Dhuafa yang
berperan dalam menampung dan
mengelola dana zakat, infag dan
shodagoh dari umat untuk disalurkan
kepada masyarakat miskin  serta
pengembangan program layanan sosial

Diakui Kepala Desa Nanga Jetak
keterbatasan ADD maka

kelembagaan desa perlu
a bertahap, dan langkah

perlu  dilakukan
memberlkaﬁ
pelatihan,

dan  lembaga
MD), adalah

Diklat tertentu

Memberj#an

gdidikan dan
pelak 4

;, tara BPD dengan kepala desa djf sa

dalam kehidupan
Desa Nanga Jetak
a d|C|ptakan dengan
melibatkan keempat lembaga tersebut
dalam proses pembangunan desa.
Melalui keterlibatan lembaga secara
bahu-membahu memungkinkan
terjadinya partisipasi menyeluruh dan
saling menguatkan antar lembaga-



lembaga yang ada di desa, atau dalam
bahasa akademis hubungan yang saling
menguatkan tersebut dikenal dengan
istilah tata pemerintahan yang baik
(good governance). Tata pemerintahan
yang baik adalah suatu kesepakatan
tentang penyelenggaraan pemerintahan
yang diciptakan secara bersama_g
semua elemen yang ada

esa,
elembagaan
mbagaan sosial

O
'@l kesan dari Pemerint
iaa etak beril

D tidak

arena masyarakat desa belu
nenerima uang yang jumlahny3
[Rrbilang cukup besar itu. lronisnyg,
dikatakan belum siap ternyata
‘ melakukan  apa-apa
. ltulah sebabnya

flam tata hubungan
politik d¥@a sehubunga
partisipasi \@nagyarakat
secara umu
yang dike
Perimbangan Keu o o
Desa, sebagaimana diketahui semua
fihnak bahwa permasalahan  desa
bersama masyarakat warganya, masing-
masing sangatlah sepesifik dan tidak
mungkin disama ratakan. Adanya fiskal
transfer ke desa tersebut, maka pihak

DD di Desa Nangm IAﬁangEadapl

kabupaten tidak perlu lagi terlalu repot
terlibat dalam penyelesaian
permasalahan-permasalahan skala desa
karena masing-masing desa bersama
warganya sudah mampu menyelesaikan
masalahnya sendiri. ldealnya memang
patut diakui bahwa pembangunan
dengan melibatkan langsung
arakat desa, menunjukkan hasil
lebih baik dan efisien
desa yang
dijalankan  dengan
> Budaya gotong
a adalah potensi
) di masyarakat

sosial
desa d
Memberikan

Ieblh e

38i yang

Kebersamaan dalam pola
bungan antara  pemerintah

asyarakat adat. Perihal
wilayah yang kurang

itu dan

yang
mempunyai

gyang mendapat izin dari
pemermtah desa setempat pusat karena
mempunyai kekuasaan dan uang. ltupun
terjadi di Desa Nanga Jetak sehingga
menjadikan hilangnya hak atas tanah
masyarakat adat dan proses
pemberdayaan masyarakat yang



disinyalir telah menimbulkan kerugian berpihak pada kepentingan

di masyarakat desa tersebut. masyarakat desa. Mengingat usaha-
usaha peningkatan pemberdayaan
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